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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KAPAL PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

Menimbang

Mengingat

PERIKANAN,

bahwa dalam rangka pendaftaran kapal pengawas, perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tentang Pendaftaran

Kapal Pengawas;

1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang


http://www.kkp.go.id/

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata kelola Kapal
Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 5
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KAPAL PENGAWAS.

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Kapal Pengawas,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal
ini.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Kapal Pengawas merupakan
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran kapal

peEngawas.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2024

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

rak- k-iggn aslinya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KAPAL
PENGAWAS.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI
dengan dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Wilayah perairan
dan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyimpan banyak
potensi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah
dan dapat dimanfaatkan dan membawa kesejahteraan bagi rakyat
Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar
1945 bahwa semua kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut banyak
hal yang harus dilakukan mulai dari hulu hingga hilir untuk
pencegahan dari gangguan pihak luar atau internal itu sendiri.
Pelanggaran-pelanggaran dan upaya exploitasi kekayaan alam ini secara
ilegal sangat merugikan bangsa Indonesia, belum lagi dampak kerusakan
yang dihasilkan oleh akibat explorasi dan exploitasi yang berlebihan pada
kekayaan laut.

Undang — Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan telah
mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah
membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana
pengawasan, salah satunya kapal pengawas perikanan.

Kapal pengawas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk
mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga
diperlukan penataan dan pendataan kapal pengawas sesuai dengan
ketentuan, baik kapal pengawas milik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Dalam penataan dan pendataan kapal pengawas



perlu dilakukan pendaftaran kapal pengawas yang diharapkan dapat
memberikan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan
dalam pengambilan kebijakan serta mewujudkan tata kelola pengawasan

yang baik.

. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Pendaftaran Kapal Pengawas ini adalah sebagai
pedoman dalam pendaftaran kapal pengawas pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang terdaftar sebagai Kapal Pengawas pada

Direktorat Jenderal.

. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari Petunjuk Teknis ini antara lain:

1. Kesamaan prosedur pendaftaran kapal pengawas.

2. Diperolehnya data jumlah, jenis, dan spesifikasi kapal pengawas.

3. Sebagai salah satu instrumen pengendalian dalam pengadaan kapal

pengawas.

. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran kapal pengawas adalah kegiatan pencatatan kapal
pengawas yang dimuat dalam buku induk kapal pengawas.

2. Surat Pendaftaran Kapal Pengawas adalah surat yang memuat
informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal pengawas.

3. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut
Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu
untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang
kelautan dan perikanan.

4. Pemohon adalah pemilik kapal pengawas yang telah diatur dan
ditentukan dalam peraturan.

5. Tim pendaftaran kapal pengawas adalah tim yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal PSDKP yang bertugas melaksanakan pendaftaran
kapal pengawas.

6. Buku induk pendaftaran kapal pengawas adalah buku yang memuat

data dan informasi kapal pengawas yang telah didaftarkan.



10.

11.

12.

13.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Dinas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kelautan dan perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktur adalah direktur teknis yang menyelenggarakan tugas
danfungsi di bidang pemantauan dan operasi armada.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan.

Direktorat adalah direktorat teknis yang memiliki tugas dan fungsi
teknis pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan.



BAB II
PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL PENGAWAS

A. Ketentuan Pendaftaran Kapal Pengawas

1.

4.

Pendaftaran Kapal Pengawas dilakukan terhadap kapal yang dimiliki

oleh:

a. Direktorat;

b. UPT;

c. Pemerintah Daerah;

Pendaftaran Kapal Pengawas dilakukan terhadap:

a. Kapal-kapal yang dimiliki sebelum tanggal 25 Januari 2021
dan/atau;

b. Kapal-kapal yang dimiliki sesudah tanggal 25 Januari 2021.

Semua berkas dalam proses kegiatan pendaftaran kapal pengawas

menjadi hak milik Direktorat Jenderal.

Pendaftaran Kapal Pengawas dapat dilakukan secara langsung.

B. Tahapan dan Tata Cara Pendaftaran Kapal Pengawas

1.

Tahapan pendaftaran kapal pengawas sebagai berikut:

a. Permohonan pendaftaran kapal pengawas
adalah tahapan penyampaian permohonan pendaftaran kapal
pengawas kepada Direktur Jenderal,

b. Identifikasi dan verifikasi
adalah tahapan pelaksanaan penilaian atas penyampaian
permohonan pendaftaran kapal pengawas oleh tim pendaftaran
kapal pengawas.

c. Penerbitan Surat Pendaftaran
adalah tahapan yang dilakukan setelah hasil penilaian dinyatakan

sesuai.

Tata Cara Pendaftaran Kapal Pengawas
Tata cara pendaftaran kapal pengawas adalah sebagai berikut :
a. Permohonan Pendaftaran Kapal Pengawas
1). Direktorat, UPT, atau Pemerintah Daerah menyampaikan surat
permohonan pendaftaran kapal pengawas yang ditandatangani

oleh pemilik/instansi dalam hal ini kepala atau pejabat yang



mengelola sarana tersebut dan disampaikan kepada Direktur

Jenderal.

2). Pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a). Kapal yang dimiliki sebelum tanggal 25 Januari 2021,

permohonan dilengkapi :

i.

ii.

iii.

iv.

form data utama  kapal ditandatangani oleh
pemilik /instansi;

Salinan Gambar rencana umum/general arrangement;
Salinan Sertifikat Pembangunan/building certificate
kapal,

Salinan Surat Ukur Kapal/Pass Kecil/Besar dari
Kementerian Perhubungan;

Foto berwarna;

paling kecil berukuran 10R tampak samping, depan

kapal terbaru dilengkapi dengan lokasi dan koordinat;

Dalam hal tidak terdapat dokumen pada poin ii hingga v

dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pemilik/instansi

dilengkapi materai sesuai dengan ketentuan dengan disertai

dokumen kepemilikan aset.

b). Kapal yang dimiliki setelah tanggal 25 Januari 2021

i.

ii.

pada saat Kapal belum pengadaan, permohonan

dilengkapi dengan:

e Salinan Gambar rancang bangun; dan

e Spesifikasi teknis;

Yang selanjutnya ketua tim pendaftaran kapal pengawas

memberikan surat keterangan bahwa permohonan sudah

diterima dan akan diproses sampai dengan kapal selesai

dibangun.

pada saat setelah pengadaan kapal, permohonan

dilengkapi dengan:

e Salinan Gambar rencana umum/ general
arrangement,

e Spesifikasi teknis;

e Salinan Sertifikat Pembangunan/building certificate

kapal,



3.

e Salinan Surat Ukur Kapal/Pass Kecil/Besar dari
Kementerian Perhubungan;

e Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Kapal;

e Foto berwarna paling kecil berukuran 10R tampak
samping, depan kapal terbaru dilengkapi dengan
lokasi dan koordinat.

3). Bentuk dan format Surat Permohonan Pendaftaran Kapal

Pengawas sebagaimana tercantum dalam Bab III huruf A.

Identifikasi dan verifikasi dokumen permohonan

Proses identifikasi dan verifikasi dilakukan dengan:

a.

Memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon
dengan menggunakan form identifikasi and verifikasi. sebagaimana

tercantum dalam BAB III huruf B;

. Dalam hal terdapat dokumen yang tidak sesuai dapat dilakukan

tinjauan langsung ke lapangan oleh Tim Pendaftaran Kapal
Pengawas;

Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi dinyatakan permohonan
ditolak, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan beserta

alasannya sebagaimana tercantum dalam Bab III huruf C.

. Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi dinyatakan permohonan

disetujui, tim Penyiapan melanjutkan ke tahapan Penerbitan Surat

Pendaftaran Kapal Pengawas.

Penerbitan Surat Pendaftaran

Penerbitan Surat Pendaftaran Kapal Pengawas sebagai berikut:

a.

Dokumen permohonan pendaftaran kapal pengawas yang
dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dibuatkan draft Surat

Pendaftaran Kapal Pengawas.

.Draft Surat Pendaftaran Kapal Pengawas beserta dokumen

pendaftaran kapal pengawas disampaikan kepada Direktur Jenderal

untuk ditandatangani.

. Surat Pendaftaran Kapal Pengawas selanjutnya disampaikan ke

Pemohon.

. Surat Pendaftaran Kapal Pengawas dibuat rangkap 2 (dua), asli

diberikan kepada pemilik kapal pengawas dan salinannya disimpan

oleh Direktorat Jenderal.
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e. Surat pendaftaran kapal pengawas sebagaimana tercantum dalam

Bab III huruf D.

C. Perubahan Dan Pencabutan Surat Pendaftaran Kapal Pengawas
1) Perubahan Surat Pendaftaran Kapal Pengawas dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Perubahan Surat Pendaftaran Kapal Pengawas dilakukan terhadap
kapal yang:

i. dihibahkan;
ii. Alih status; atau
iii. Alih kepemilikan;

b. Pemilik harus mendaftarkan ulang kapal tersebut melalui surat
permohonan kembali, dengan memperbaharui data surat
pendaftaran kapal, dan melampirkan dokumen:

i. Surat permohonan pembaharuan data kapal pengawas;
ii. Surat pendafataran sebelumnya;

iii. BAST Hibah/Alih Status/Alih kepemilikan.

c. Selanjutnya Direktur Jenderal menerbitkan Surat Pendaftaran Kapal
Pengawas bagi pemilik baru sebagaimana tercantum dalam Bab III

huruf e.

2) Pencabutan Surat Pendaftaran Kapal Pengawas

Pencabutan surat pendaftaran kapal pengawas dilakukan, apabila:

a. Kapal sudah tidak beroperasi karena hilang/rusak berat/kapal
ditutuh (scrapping)/tenggelam dan sudah dihapus dari pencatatan
Barang Milik Negara/Daerah;

b. Kapal dialihfungsikan bukan sebagai kapal pengawas.

Direktur Jenderal melakukan pencabutan Surat Pendaftaran Kapal
Pengawas dengan menerbitkan Surat Keterangan Pencabutan Surat
Pendaftaran Kapal Pengawas sebagaimana tercantum dalam Bab III

huruf F.

D. Pencatatan
Semua surat pendaftaran yang diterbitkan dicatat dalam Buku Induk
Pendaftaran Kapal Pengawas yang memuat data dan informasi kapal

pengawas yang telah didaftarkan.
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BAB III
BENTUK DAN FORMAT

A. Surat Permohonan Pendaftaran Kapal Pengawas

KOP SURAT INSTANSI

PEMOHON
Nomor e tanggal ............
Lampiran : -
Perihal : Pendaftaran Kapal Pengawas

Kepada Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Sehubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor ...(diisi Nomor Permen KP)...,
dimana mengamanatkan kewajiban unit kerja yang memiliki kapal untuk
kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, harus
melakukan pendaftaran kapal pengawas. Dapat kami sampaikan bahwa
kami memiliki sarana pengawasan yang akan kami daftarkan sebagai
kapal pengawas, dengan data sebagai berikut:
Nama Kapal D e
Pemilik /Instansi e,
Alamat Pemilik L e
Tempat dan Tahun e,
Dibangun
Panjang (Length Overall) L e

Lebar (Breadth) e,
Sarat (Draught) e,

Demikian dapat kami sampaikan, atas perkenaan Bapak Dirjen

kami ucapkan terimaksih
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B. Form identifikasi dan verifikasi pendaftaran kapal pengawas

KOP

CONTOH FORM KERJA IDENTIFIKASI-VERIFIKASI

Nama Kapal L e,

Pemilik /Instansi D e

Alamat Pemilik

Tempat dan Tahun

..................

..................

Dibangun

Panjang (Length Overall)
Lebar (Breadth)

Sarat (Draught) L e

2
(<)

Syarat Pendaftaran Kapal

Ada

Tidak

Ket

Surat Permohonan Pendaftaran Kapal

Gambar Rancang Bangun Kapal

Spesifikasi Kapal Pengawas

Surat Ukur Kapal

Grosse Akte Kapal

Surat Tanda Kebangsaan / Pas Kapal

SPTJM

Lampiran Dokumen Aset Kepemilikan

O| 0| | O U | W N| =

Penandaan Kapal Pengawas

a. Warna biru pada lambung Kapal

b. Warna putih pada bangunan atas
Kapal

c. Lambang Negara Republik Indonesia

d. Logo Kementerian/logo Dinas

e. Nama Direktorat Jenderal/ Dinas

f. Nama Kapal Pengawas

g. Nomor lambung

h. Strip Kapal Pengawas

i. Tulisan identitas Kapal Pengawas
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C. Surat penolakan pendaftaran kapal pengawas

Nomor : tanggal .....
Sifat TP
Lampiran : ..........
Hal : Surat Pendaftaran Kapal Pengawas
Kelautan dan Perikanan

Yth. .......

Sehubungan dengan surat pengajuan Saudara kepada Direktur
Jenderal PSDKP Nomor .................. , tanggal ................ tentang
Pendaftaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...(diisi Nomor
Permen KP)..., dimana kapal yang digunakan untuk melakukan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus didaftarkan
sebagai Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa
pengajuan Saudara telah dilakukan verifikasi oleh tim pendaftaran kapal

pengawas telah (diterbitkan/ditolak)* dengan penjelasan sebagai berikut:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terimaksih.

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
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D. Surat pendaftaran kapal pengawas

SURAT PENDAFTARAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan;
2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

(Diisi Permen KP yang mengatur pendaftaran kapal pengawas) .
............................................................................... ;

3 Surat Permohonan Pendaftaran Kapal Pengawas
Perikanan Nomor ................... , tanggal ............ .

Telah didaftarkan sebagai Kapal Pengawas Perikanan dengan data

sebagai berikut:

Nomor Register D e

Nama Kapal L e,

Pemilik/Instansi ...l

Alamat Pemilik D e,

Tempat dan Tahun : ...............

Dibangun

Panjang (Length Overall) L s

Lebar (Breadth) D e

Sarat (Draught) e,

Kapal tersebut telah didaftarkan sebagai Kapal Pengawas Perikanan
dengan ketentuan:

1. memenuhi ketentuan tentang penandaan Kapal Pengawas
Perikanan dan memasang nomor register sebagai nomor lambung;

2. Surat Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan ini mulai berlaku
pada tanggal diterbitkan dan pada kapal yang sesuai dengan surat
permohonan; dan

3. apabila Kapal Pengawas Perikanan ditutuh (scrapping)/dihapus
dari Barang Milik Negara (BMN)/dialihfungsikan bukan sebagai
Kapal Pengawas Perikanan, maka Surat Pendaftaran Kapal
Pengawas Perikanan menjadi tidak berlaku.

Dikeluarkan di  : ...............
Pada Tanggal e,

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama
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E. Surat pendaftaran kapal pengawas perubahan

SURAT PENDAFTARAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan;

2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

(Diisi Permen KP yang mengatur pendaftaran kapal pengawas)

............................................................................... 5

3 Surat Permohonan Pendaftaran Kapal Pengawas
Perikanan (UPT/DINAS PROV ...... ) Nomor ... tanggal ...
4 Surat Permohonan Pembaharuan Data Kapal Pengawas

(Dinas Prov....) Nomor ... tanggal ....

Telah didaftarkan sebagai Kapal Pengawas Perikanan

dengan data sebagai berikut:
Nomor Register Lama e
Nomor Register Baru e
Nama Kapal e
Pemilik /Instansi Lama e
Pemilik /Instansi Baru
Alamat Pemilik Baru P
Tempat dan Tahun Dibangun : ...,
Panjang (Length Overall) P
Lebar (Breadth) P
Sarat (Draught) P
Kapal tersebut telah didaftarkan sebagai Kapal Pengawas Perikanan
dengan ketentuan:

1. harus memenuhi ketentuan tentang penandaan Kapal

Pengawas Perikanan dan memasang nomor register sebagai

nomor lambung;
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2. Surat Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan ini mulai berlaku
pada tanggal diterbitkan dan pada kapal yang sesuai dengan
surat permohonan; dan

3. apabila Kapal Pengawas Perikanan ditutuh (scrapping)/dihapus
dari Barang Milik Negara (BMN)/dialihfungsikan bukan sebagai
Kapal Pengawas Perikanan, maka Surat Pendaftaran Kapal
Pengawas Perikanan menjadi tidak berlaku.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NAMA

F. Surat pencabutan pendaftaran kapal pengawas

Nomor : tanggal .....
Sifat e
Lampiran : ..........
Hal : Surat Pencabutan Kapal Pengawas
Yth. .......
Sehubungan dengan  ....ociiiiiiiiiiii, (penjelasan) yang

sebelumnya telah didaftarkan kepada Direktur Jenderal PSDKP Nomor
.................. , tanggal ................ dengan rincian kapal sebagai berikut:

Nomor Register D e
Nama Kapal D e
Pemilik/Instansi ...l
Alamat Pemilik D e
Tempat dan Tahun : ...............
Dibangun

Panjang (Length Overall) D e
Lebar (Breadth) D e
Sarat (Draught) D e
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Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa kapal
tersebut telah resmi dicabut sebagai kapal pengawas:

.................................

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimaksih.

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO




